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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 222 TAHUN 201O

c.

Dahwa. berdasarkan peraturan Gubernur Nornof 204 Tahun 200g lelahdrtetapkan pemberian Bahan Bakar Minyak Sotar K";;;r;;;-d;;"Operasional Bus antar Jemput pegawai;

bahwa untuk kelancaran pelaksana
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang. pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Dae.ahsebagaimana telah bebefapa kaii d
unaa"ng Nomoiiir";;;;;6; ^'" liubah terakhlr densan undans

Uadang LJndang Nomor 29 Tahun 2OO/ renlang pemerrntanan provrnsi

R:;:';"1L";" 't'kora 
Jakada sebaqai 

'bur 
ota ^'t"s"-u x"rui-u;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daefah;
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Pefaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagajmana telah diubah 'dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan i,4enteri Dalam Negeri Nomor '13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Ciuba;
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun 2007;

Peraturan _Menteri Dalam Negeri Nomor i7 Tahun 2007 lentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penge olaan Barang
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pokok_pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2008 tentang Organisasj perangkat
Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 200B tentang Tata CaraPelaksanaa't Anggara^ penqapaldn dan Belanja Oa6ran p,ou.tri
uaeran Knusus IbukotJ Jakarta sebdgaimana .ela,.t diuoan denqar
Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2b0g;

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi danTara Kerja Baoan pengelola KeLdngan Dderoh pror,ns. Daerah
Knusus ibutota Jakarta:

Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2009 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja pusat penyimpunun eurungba"iuni- '- - '

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2010 tentang pedoman
Pemberian Bahan Bakaf Minyak Kendaraan Dinas;

4EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBER|AN BAHAN BAKARMINYAK DAN BIAYA. TOL KENDARMN OII.TES' CJPrNNSrOr,rAr SUSANTAR JEMPUT PEGAWAI.

pasal i

ffi ':?i-"ffi :fl :ril-:ilT,R'"Tffi [:X!,1:""T;T"{:[0,'0"n"*"'
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pasal 2

Pemberian bahan bakar minyak
sebrgaimara dimaksud da ar pagal 

1

dalam bentuk uang.

solar/bensjn dan biaya tol
ayat (1) diberikan setiap bulan

(1)



(2) Besarnya jumlah uang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari kerja termasuk hari libur
yang digunakan untuk upacara, apel atau kegiatan tertentu lainnya
dalam 1 (satu) bulan dlkallkan standar pemakaian bahan bakar minyak
5oldr.bensin oa1 b.ayd lol pcr o. r send drga rasn. Ddhd^ odf.al
minyak solar/bensin.

(3) Standar pemakaian bahan bakar minyak solar per bus, sebagaimana
tercantum dalam Lamplran Peraturan Gubernur ini.

pasal 3

('1) Biaya To sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada
kendaraan dinas yang dalam operasionalnya melalui Jalan Tol.

(2) Besarnya biaya tol sebagaimana dimaksud dalam ayat ('l) diberikan
sesuai tarif resmi Jalan Tol.

Pasal 4

(1) Kendaaaan dinas opeaasional bus antar jemput pegawai yang ticjak
beroperasi karena rusak dan/atau dalam kondisi lainnya tidak
diberikan bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol sebagaimana
djmaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
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(2) Kendaraan dinas opefastonal bus antar jemput pegawai yang tidak
beroperasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian bahan
bakar rninyak solar/bensin dan biaya tol dialihkan kepacla bus
cadangan sebagai bus pengganti_

(1)

(2)

pasal 5

Kepaa UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah dengan dikelahui
dan disetujui oleh Kepala Badan pengelola Keuangan Daerah
mengajukan permohonan kebutuhan bahan bakar mjnyak so arlbensin
dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalaffr pasal 2 ayat (1)kepada
Gubernur c q. Sekretaris Daerah.

Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dlmaksucl
pada ayat (1) Bendahara pengeluaran Badan pengelola Keuangan
Daerah melakukan pembayaran kepada Kepala UpT pusat
Penylmpanan Barang Daerah sesua dengan ketentuan pefaturan
perundang-undangan.

pasal 6

Kepala UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah mengajukan permohonan
penggunaan bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol sebagaimana
dimaksud daLam Pasat 5 ayat (1) untuk kebutuhan bulan berikutnya
dengan melampirkan pertanggungjawaban buiar-r sebel!mnya.



Pasal 7

Pada saat Pe€tufan Gubemur ini mulai bedaku, Peraturan Gubernur
Nomor 204 Tahun 2009 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Solar
Kendaraan Dinas Operasional Bus antar Jemput Pegawai pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku.

Pasal B

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agaf setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan diJakarta
Pada tanggal l4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAEMH
IBUKOTA JAKARTA

KHUSUS
44'

FADJAR PANJAITAN
NtP 19550826197601 1001

BER]TA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2 011 NOMoR 5

IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : peraturan Gubernur provnsi Dae€h Khusus
bukota Jaka.la

Nomor 222 IAHUN 2070
Tanggal 3O Desenber 2010

STANDAR PEI\4AKAIAN BAHAN BAKAR I\,lINYAK SCLAFJBENSIN DAN BIAYA TOL
BUS ANTAR JE[4PUT PEGAWAI PEMERINTAH PROV NSI DAEItAt ]

KHUSUS ]AUKOTA JAKARTA

Rule Bus
Bus BBlti Solar/

Pulang-Per!

I Pul-EoooFBalaikota-Pul 01 105 8 iL€ |
2. Pul-Depok Timur,Bala kota,Pul a2 82.8 itcf
3. Pul-Depok Tenqah-Balaikoia PuL_ 03 82,3 iter

Pul- ianger€ng-Bala kota Pul 0,1 liii,r
5 Pul-KarawaciBaLa k.rla-Pul 05 a1

Pul- I ambLrn Balaihota-Pu 06 7r.7 | |
Pul-tsekasi Barat,Balaikota Pu N7 a0 t'f

8. )ulKelrpa Gadinq Balarkola-Pu 08 JS5
9. ?tlle4elacEpqC!&tslef l 09 103

IU P-ur.Pondot Kot-\, tsataitota Pu 10 542 | )l
1',t. Puf Crb!bur-Orpryunq-Llataihotd Pu tt 52 l
'12. !D-LtQlle!!s:(!!,Jqq! qqlqEqta Pur 12 {15
1J, l'l-gle!]]ls!!qcle1!!Ff q l3 35

P ul-8oio nQ G ede- Ba tal kola,F-u l O.l 62 iier
I5, Pul C outrtBala kota-Pul 15 95
T! P! C leduq hebavora. BataLtota pu 9T,8 lite.
11. Pul Ka ideres tsala:kaia Pul 17 8l a1 lLer

u -DcKasr tmuf,vva KoIa Jak plts_pul 18 60
T9. Pul-Depok Tinruf-Walikota Jak pus-pul
20. PulBekasi Barafwal kola Jak Utara,p!l 20 50 Lrter
11. Pur-uppok erqah-\.!rtl\ora Jaf Utara-pul 21 80

f-LI-F'a I UepOk-Watrkcta Jak fimLlr-pu 22 7A
uFrleKasr Ltmur-wa kota Jak Tirnur Pul 23 51,6 liicr

24 PulParun.r Crpu|3t Walkota JaI Sat p!L
HUFi.rFpol. tenqah Wa rtola Jak Sel-PUl

2.4

25
ql,q !!c,
76 1 lltcl

u -t1cr<rst I muT wariIoLa Ja[ tsar.rtpul 26
27. Pul Tanqeranq-Pcrurnnas-Wdlt;\oLa Jal BaFpLtl
28.
29

200.,53 tter
lrL53 lter l

(.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
rEubpTr. JAI{ARTA,


